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1. Peran Penting SPIP dalam Mewujudkan
APBN untuk Pemulihan Ekonomi
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POSTUR APBN 2022
Kebijakan APBN tetap fleksibel dalam merespon Ketidakpastian

❑ APBN bekerja keras dalam
mengatasi dampak pandemi
Covid-19

❑ Kesejahteraan masyarakat yang adil
dan merata menjadi target
pembangunan 2022

❑ APBN 2022 untuk melanjutkan
pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural
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SPIP UNTUK MENJAGA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBN
Diperlukan Pengendalian Intern yang Kuat pada Keseluruhan Siklus Pengelolaan Anggaran di Setiap Tingkatan

PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

Perumusan 
Kebijakan

Perencana
an

Pengang-
garan

Pelaksa-
naan 

Anggaran

Panata-
usahaan

Pelaporan

Moni-
toring dan 

Evaluasi

AKUNTABILITAS 
KEUANGAN

AKUNTABILITAS 
KINERJA

❑ Assurance
• Reviu LK BUN, BA K/L, RKA-K/L, RKBMN
• Probity Audit, Compliance Audit
• Monev Trilateral Meeting

❑ Consultancy
• Helpdesk Pengadaan Barang/Jasa

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang  Optimal
(Assurance - Consulting & advisory services)

INTEGRITAS

• Perencanaan/Penganggaran
berkualitas sesuai kebutuhan

• Pelaksanaan/realisasi
anggaran tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat kualitas, tepat
waktu, dan tepat administrasi

• Pelaporan dan
pertanggungjawaban
memadai dan akuntabel

• Tidak ada
penyimpangan/fraud

Good and Clean Governance
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2. Implementasi SPIP Terintegrasi di 
Lingkungan Kementerian Keuangan
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KERANGKA PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI – PERKA BPKP NO. 5/2021 
Tanggung jawab Pimpinan Organisasi dalam Penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008
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KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

PENYELARASAN RENSTRA KEMENKEU DENGAN VISI-MISI PRESIDEN
Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Fiskal sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RPJMN 2020-2024 -- Perpres Nomor 18 Tahun 2020

1 Perpu dan 19 Rancangan Undang-Undang 
yang menjadi bidang tugas Kementerian 
Keuangan diusulkan masuk dalam Prolegnas 
Jangka Menengah 2020-2024

KERANGKA PENDANAAN

Penyelarasan kerangka kinerja dan
pendanaan dengan kebijakan
redesain sistem penganggaran dan
penyeseuaian dengan kondisi new 
normal.

KERANGKA REGULASI

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan 

untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

”Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”

V I S I

VISI DAN MISI 

PRESIDEN 7 AGENDA  PEMBANGUNAN

1. Pembangunan SDM

2. Pembangunan Infrastruktur

3. Penyederhanaan Regulasi

4. Penyederhanaan Birokrasi

5. Transformasi Ekonomi

5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN

VISI DAN MISI KEMENKEU

• TARGET KINERJA

• STRATEGI 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 

Dampak 
dan 

Penangan
an

Pandemi 
Covid-19

2

1

3

4

5 6

78

TUJUAN  KEMENKEU

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2. Penerimaan negara yang optimal.

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan

yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Arah Kebijakan, Strategi, Indikator Utama

DUKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RPJMN 

SASARAN STRATEGIS 

KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan Penataan 
Kelembagaan dan Pengelolaan SDM 
Kementerian Keuangan dengan 
paradigma The New Thinking of 
Working

9
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KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KERANGKA TATA KELOLA ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga good and clean government secara sistematis dan komprehensif

- Asas Umum Penyelenggaraan Negara → UU No. 28 Tahun 1999
- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)→ UU No. 30 Tahun 2014
- Prinsip Umum Tata Kelola Organisasi yang Baik

- Nilai Kemenkeu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
- Budaya Organisasi yang mendorong implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
- Kepemimpinan yang memberi contoh: Tone at the top; walk the talk; know your employee

- Unsur Pemimpin: Menteri dan Wakil Menteri
- Unsur Pembantu Pemimpin: Sekretaris Jenderal
- Unsur Pelaksana: Direktur Jenderal & Kepala Badan
- Unsur Pengawas: Inspektur Jenderal

- Unsur Pendukung: Staf Ahli; Staf
Khusus; Kepala Pusat dan Unit 
Khusus di bawah Menteri; Special 
Mission Vehicle

Pengelolaan

Aset

Pengelolaan

SDM

Pengelolaan

Kinerja

Pengelolaan TIK

Pengawasan

Intern

Pengendalian

Intern

Manajemen

Risiko

Pengelolaan

Organisasi

Pengelolaan

Keuangan

Penguatan

Integritas

Asas Umum dan Prinsip

Pondasi Utama Tata Kelola Organisasi

Unsur Struktur Tata Kelola (Perpres 57 tahun 2020 ttg Kementerian keuangan

Proses Inti

Proses Manajemen dan Pendukung

Kebijakan

Fiskal
Pengelolaan

Penerimaan Negara

Pengelolaan

Belanja Negara

Pengelolaan Perbendaharaan, 

Kekayaan Negara, dan Risiko
Dukungan

Manajemen

Perencanaan

Strategis

Kepercayaan Publik atas Pengelolaan Keuangan Negara secara akuntabel dan berintegritas

End-State yang diharapkan (Outcome)

Sumber: Better Practice Guide Tata Kelola Kementerian Keuangan (2020)
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MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA – PMK 222/PMK.01/2021
Untuk menjaga kesinambungan fisckl yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang

Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (PMK 222/PMK.01/2021) merupakan perluasan dan penguatan

Kerangka Manajemen Risiko Kementerian Keuangan sebelumnya (KMK 577/PMK.01/2019), dengan tujuan untuk:

➢ Menjaga Kondisi Proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Aset dan Kewajiban Negara yang

terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

➢ Mengoptimalkan pencapaian Visi, Misi, Sasaran, dan Peningkatan Kinerja

Manajemen Risiko Pengelolaan

Keuangan Negara diselenggarakan

oleh

➢ Internal Kementerian Keuangan

➢ Unit Eksternal Kementerian

Keuangan yang terkait dengan

Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka pencapaian Sasaran

atas penyelenggaraan pemerintahan

Negara di bidang Keuangan Negara

Internal Kemenkeu Unit Eksternal Kemenkeu

Dilakukan melalui:
a. Pembentukan Struktur Manajemen

Risiko
b. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka

Kerja Manajemen Risiko
c. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Diantaranya:
a. Kementerian Negara/Lembaga;
b. Lembaga Non-Struktural;
c. BUMN;
d. BLU; dan
e. Lembaga Khusus yang didirikan

dengan UU

Dapat menerapkan manajemen risiko
pengelolaan keuangan Negara dengan
mengacu praktik di Internal Kemenkeu

Harus menyampaikan Laporan Manajemen
Risiko kepada Kementerian Keuangan
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KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Asurans Independen

dan Konsultansi

Penerapan

Sistem Pengendalian

Intern

Merancang, 

Menerapkan, 

Memperbaiki, dan 

Mengembangkan

Sistem

Pengendalian

Intern

MANAJEMEN AUDIT INTERN

Pemantauan

Penerapan

Sistem

Pengendalian

Intern

LINI PERTAMA

Manajemen

Operasional

LINI KEDUA

UKI

LINI KETIGA

Inspektorat Jenderal

dan 

SPI BLU

PIMPINAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, 

Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon, dan Staf Ahli

Integritas, Kepemimpinan, Transparansi, dan Pengawasan
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Keselarasan, Komunikasi, 

Koordinasi, dan

Kolaborasi

Delegasi, Mengarahkan, 

Menyediakan Sumber

Daya, dan Pengawasan

Akuntabilitas, 

Pelaporan

Pimpinan Kemenkeu harus mengarahkan

penerapan SPI secara efektif dan efisien 

melalui:

❑ penguatan integritas;

❑ kepemimpinan yang kondusif;

❑ komunikasi yang transparan; dan

❑ pengawasan atas fungsi audit intern.

Manajemen berada pada:

❑ kantor pusat UE I; 

❑ unit organisasi non-Eselon yang 

bertanggung jawab kepada Menkeu; 

❑ unit organisasi non-Eselon lainnya, 

termasuk BLU; 

❑ instansi vertikal; dan/atau 

❑ unit pelaksana teknis

*) pimpinan unit organisasi, selain pimpinan

unit Eselon I dan LNSW, termasuk Lini

Pertama.

IMPLEMENTASI MODEL TIGA LINI (THREE LINES MODEL)
Penguatan Peran Pimpinan, Manajemen, dan Unit Audit Intern dalam Implementasi SPIP – KMK 322/2021
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KERANGKA PENGUATAN INTEGRITAS – KMK 323/2021
Ikhtiar untuk menguatkan integritas dan mencegah fraud secara sistematis dan komprehensif

•Kerangka Kerja Integritas merupakan bagian
dari Governance, Risk and Control (GRC)
Kementerian Keuangan

• Inspektorat Jenderal senantiasa memastikan
penjagaan pada Pilar “Proses” yang meliputi
kegiatan Pencegahan, Deteksi, Respon dan
Monev.
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KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

OPTIMALISASI PERAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL/UKI (LINI KEDUA)
UKI Berperan untuk Melakukan Pemantauan atas Kecukupan Rancangan dan Efektivitas Pengendalian

Unsur

Tujuan

Lingkup

Imple-

mentasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

➢ Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus

➢ Oleh pimpinan dan seluruh pegawai

➢ Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi

➢ Melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

UKI merupakan unit pada masing-masing Eselon I yang

ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen

dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern
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KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

IMPLEMENTASI PIPK UNTUK MENJAGA KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
PIPK dirancang secara spesifik untuk memberikan keyakinan memadai atas pelaporan keuangan
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No Elemen dalam IACM

Self 
Assessment

Repeat 
Assessment

Quality 
Assurance 

Self 
Assessment

Self 
Assessment

2016 2017 2018 2019 2020

1 PERAN DAN LAYANAN 3 3 3 3 4

2 PENGELOLAAN SDM 2 4 3 3 4

3 PRAKTIK PROFESIONAL 3 4 3 4 4

4 AKUNTABILITAS & MANAJEMEN KINERJA 4 4 3 4 4

5 BUDAYA & HUBUNGAN ORGANISASI 5 5 4 4 4

6 STRUKTUR TATA KELOLA 3 3 3 4 4

1 KPA 3 Pernyataan belum terpenuhi 
Pengembangan manajerial atas GRC

1 KPA 1 Pernyataan belum terpenuhi
- Audit Manajemen Risiko
- Kasus penyimpangan (fraud)

1 KPA 1 Pernyataan belum terpenuhi
TLHP di TeamCentral tahun 2012 ke bawah

Elemen 2

Elemen 3

Elemen 4

Isu dalam QA BPKP Tahun 2018

▪ Pemberian overall assurance atas GRC organisasi,
termasuk Audit atas Enterprise Risk Management
secara rutin; pengembangan kerangka penguatan
integritas (Elemen I)

▪ Pemberian materi GRC bagi calon pimpinan
(manajemen talenta); pelaksanaan secondment calon
promosi di UKI (Elemen II)

▪ Optimalisasi peran Komite Audit dalam penguatan
pengawasan intern Itjen. (Elemen VI)

Untuk mencapai Level 4, Itjen telah
mengembangkan:

KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN MENCAPAI LEVEL 4
Berdasarkan Self Assessment, Kapabilitas IACM Itjen Kemenkeu adalah di level 4
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TREN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR TATA KELOLA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KEUANGAN

TAHUN 2016 S.D. 2020

No Indikator Tata Kelola 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nilai Kinerja Organisasi/NKO (Skala 100) 106,25 114,14 110,27 107,74 102,46
2 Nilai Evaluasi SAKIP dari KemenPAN & RB (Skala 100) 83,79 84,53 87,07 88,13 88,69
3 Indeks Persepsi Integritas (Skala 100) NA 83,11 87,65 92,55 88,96
4 Nilai Hasil PMPRB dari KemenPAN&RB (Skala 100) 84,3 84,4 85,68 87,7 87,63
5 Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Skala 4) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)
6 Indeks Opini BPK atas LK BA BUN (Skala 4) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)

7
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat WBK dari
KemenPAN&RB 3 10 59 144 189

8
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat WBBM dari
KemenPAN&RB 1 1 1 11 25

9 Indeks Kesehatan Organisasi (MOFIN) Kemenkeu (Skala 100) NA 81 NA 83 NA

Sumber: diolah dari berbagai sumber

PENCAPAIAN TUJUAN TERCERMIN DARI INDIKATOR TATA KELOLA ORGANISASI
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi



Gedung Djuanda II Lantai 4–13

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

Telp. (021) 3865430

itjenkemenkeuItjenKemenkeuItjenKemenkeuwww.itjen.kemenkeu.go.id Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Terima
Kasih
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Lampiran:
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

Kementerian Keuangan
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FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP – PERKA BPKP NO. 5/2021 
Penilaian Result-Based diintegrasikan dengan Manajemen Risiko, Efektivitas PK, dan Kapabilitas APIP  

PENCAPAIAN TUJUAN SPIPSTRUKTUR DAN PROSESPENETAPAN TUJUAN

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

Penilaian Kualitas 

Perencanaan

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan 
Keuangan 

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap 

Peraturan Perundang-
undangan

Sasaran Strategis 

K/L/D

Strategi Pencapaian 

Sasaran Strategis

MANAJEMEN RISIKO INDEKS LEVEL KAPABILITAS APIPIEPK

NILAI MATURITAS SPIP

INFORMASI 

DAN 

KOMUNIKASI

KEGIATAN 

PENGENDALIAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN

PENILAIAN 

RISIKO

INFORMASI 

DAN 

KOMUNIKASI

Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
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FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP – PERKA BPKP NO. 5/2021 
Level Maturitas SPIP Hasil Penilaian
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HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI KEMENKEU TAHUN 2021
Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), Maturitas SPIP Kemenkeu 4,898 (Optimum)

Kementerian Keuangan telah melakukan Penilaian Mandiri (PM)atas Maturitas

Penyelenggaraan SPIP-nya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

Hasil Penilaian Mandiri tersebut kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)

oleh Itjen Kementerian Keuangan, dengan hasil sebagai berikut:
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HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI KEMENKEU TAHUN 2021
Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) akan divalidasi oleh Tim BPKP


